
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1, 2021  KEUANGAN. Tata Cara Pemeriksaan. PNBP. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6613) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57                       

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh 

orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 

negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar 

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 

2. Instansi Pemeriksa adalah badan yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan negara dan pembangunan 

nasional. 

3. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan 

lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan 

atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

bidang PNBP. 

4. Pemeriksa adalah pejabat atau pegawai pada Instansi 

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan 

Pemeriksaan PNBP. 

5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, 
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badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang 

melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri. 

6. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib 

Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada 

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Dokumen adalah dokumen fisik dan/atau dokumen 

elektronik. 

8. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen 

yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP 

Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi 

administratif berupa denda. 

9. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau 

dokumen  yang menetapkan jumlah PNBP Terutang, 

yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan 

PNBP Lebih Bayar. 

10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari 

dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai 

kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang 

menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 

12. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam 

pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya 

dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang 

membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan 

sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi 

tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 

kementerian/lembaga yang bersangkutan. 
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15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

BAB II 

INSTANSI PEMERIKSA DAN INSTANSI PENGELOLA PNBP  

ATAU WAJIB BAYAR YANG DIPERIKSA 

 

Pasal 2 

(1) Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi Pemeriksa. 

(2) Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atau 

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. 

(3) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

mendelegasikan permintaan pemeriksaan kepada 

pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau 

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. 

 

Pasal 3 

Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap: 

a. Wajib Bayar; 

b. Instansi Pengelola PNBP; atau 

c. Mitra Instansi Pengelola PNBP.  
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BAB III 

PEMERIKSAAN PNBP 

 

Bagian Kesatu 

Dasar Pemeriksaan PNBP 

 

Paragraf 1 

Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi Pengelola 

PNBP   

dan/atau Menteri Terhadap Wajib Bayar  

 

Pasal 4 

(1) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri dari: 

a. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP 

Terutang; dan 

b. Wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung 

oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh 

Mitra Instansi Pengelola PNBP. 

(2) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri 

kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, atas permintaan Pimpinan 

Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan 

Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa. 

(3) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

berdasarkan: 

a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP 

terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; 

b. permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran PNBP; dan/atau 

c. permohonan keringanan PNBP Terutang. 

(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

merupakan permohonan pengembalian dengan 

nilai/jumlah tertentu. 
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